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DASAR HUKUM

Undang-Undang
1. UU 17/ 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU 1/ 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah
1. PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
2. PP 24/ 2005  tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan/Keputusan Menteri
1. PMK 213/2013 tentang Sistem Akuntansi & Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, 

jo

2. PMK 233/2011

3. PMK 171/2007

4. PMK 59/2005

Pedoman (KSAP)
1. Bultek 05 Penyusutan
2. Bultek 09 Akuntansi Aset Tetap

3. Bultek 11 Aset Tak berwujud
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Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP):
1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan;

2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran;

3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas;

4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan;

5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan;

6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi;

7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;

8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;

9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban;

10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan 

Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa;

11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian;

12. PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.

STRUKTUR SAP BERBASIS AKRUAL
(LAMPIRAN I PP 71/2010)



1. Laporan Realisasi Anggaran

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

3. Neraca

4. Laporan Arus Kas

5. Laporan Operasional

6. Laporan Perubahan Ekuitas

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Warna merah: yang berbeda dengan SAP sebelumnya

KOMPONEN LK
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Tujuan & Fungsi Laporan Keuangan

1. Kepatuhan & pengelolaan

2. Akuntabilitas & pelaporan retrospektif

3. Perencanaan & informasi otorisasi

4. Kelangsungan organisasi

5. Hubungan masyarakat



Pemakai Laporan Keuangan SP:

1. Pembayar pajak

2. Pemberi dana bantuan

3. Investor

4. Pengguna jasa

5. Karyawan

6. Pemasok

7. Dewan legislatif

8. Manajemen

9. Pemilih

10. Badan pengawas



Hak & Kebutuhan Pemakai Lap Keu:

1. Hak untuk mengetahui

2. Hak untuk diberi informasi

3. Hak untuk dimenyalurkan aspirasi - nya



Perbedaan Laporan Keuangan

Pemerintah Swasta

• Fokus finansial dan politik • Fokus finansial

• Kinerja di ukur secara finansia
dan non finansial

• Sebagian besar kinerja diukur
dgn finansial

• Pertanggungjwbn kpd parlemen
dan msyrakat

• Pertanggungjwbn kpd owner dan
kreditur

• Berfokus pd sebagian organisasi • Berfokus pd organisasi secr
keseluruhan

• Melihat masa dpn • Tdk dpt melihat ms dpn

• Aturan pelaporan ditetntukan
Kemenkeu (sbg BUN)

• Aturan pelaporan ditentukan UU, 
SAK

• Lap keu diperiksa treasury • Diperiksa auditor



LAPORAN REALISASI 

ANGGARAN
(LRA)

PSAP NO. 02



RUANG LINGKUP DAN MANFAAT PSAP No. 02

� PSAP No. 02 diterapkan dalam penyajian Laporan 
Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan 
dengan menggunakan anggaran berbasis kas;

� LRA menyediakan informasi mengenai realisasi 
pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-
LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan 
yang masing-masing diperbandingkan dengan 
anggarannya.
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DEFINISI LRA

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan 

salah satu komponen laporan keuangan 

pemerintah yang menyajikan  informasi 

tentang realisasi dan anggaran entitas 

pelaporan secara tersanding untuk suatu 

periode tertentu.

Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 13



• Menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, 

belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan 

pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan 

dengan anggarannya dalam satu periode

• Untuk memenuhi kewajiban pemerintah yang diatur

dalam peraturan perundangan (statutory)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
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• Pendapatan-LRA

• Belanja

• Transfer

• Surplus/defisit-LRA

• Pembiayaan

• Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)

STRUKTUR LRA
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BASIS AKUNTANSI

PENCATATAN LRA MENGGUNAKAN “BASIS KAS”:

• Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada

rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah

• Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari

rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah

• Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima

pada rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah

• Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan 

dari rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah

Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 16



ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup 
pos-pos sebagai berikut:

Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 17

ISI LRA DEFINISI

Pendapatan-LRA Semua penerimaan Rekening Kas Umum

Negara/Daerah yang menambah saldo anggaran lebih

dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang 

menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar

kembali oleh pemerintah.

Belanja Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum

Negara/Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih

dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak

akan diperoleh pembayarannya kembali oleh

pemerintah.

Transfer Penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas 

pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk 

dana  perimbangan dan dana bagi hasil



ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN
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ISI LRA DEFINISI

Surplus/defisit-LRA Selisih lebih/kurang antara pendapatan – LRA dan

belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam

pos Surplus/Defisit LRA

Penerimaan Pembiayaan Semua penerimaan Rekening Kas Umum 

Negara/Daerah antara lain  berasal dari penerimaan 

pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil 

privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan 

kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, 

penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan 

dana cadangan

Pengeluaran Pembiayaan Semua pengeluaran Rekening Kas Umum 

Negara/Daerah antara lain  pemberian pinjaman kepada 

fihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, 

pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode 

tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana 

cadangan



ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN
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ISI LRA DEFINISI

Pembiayaan Neto Selisih antara penerimaan pembiayaan setelah 

dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode 

tahun anggaran tertentu

Sisa Lebih/kurang 

pembiayaan anggaran 

(SILPA/SIKPA) 

Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan 

pengeluaran selama satu periode pelaporan



INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LRA

� Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi 

pendapatan menurut jenis pendapatan LRA. 

Rincian lebih lanjut jenis pendapatan 

disajikan pada Catatan atas Laporan 

Keuangan;

� Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi 

belanja menurut jenis belanja dalam LRA. 

Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan 

dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
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AKUNTANSI ANGGARAN
� Akuntansi anggaran merupakan teknik 

pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang 
digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, 
belanja, transfer, dan pembiayaan.

� Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang 
dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. 

� Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan 
menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment). 

� Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan 
dan pengeluaran pembiayaan 

� Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat  anggaran 
disahkan dan anggaran dialokasikan
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AKUNTANSI PENDAPATAN LRA

� Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima 
pada RKUN/D

� Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut
jenis pendapatan

� Transfer masuk adalah penerimaan uang dari 
entitas pelaporan lain, misal DAU dan DBH 

� Akuntansi pendapatan dilaksanakan 
berdasarkan azas bruto, yaitu dengan 
membukukan penerimaan bruto, dan tidak 
mencatat jumlah netonya (setelah 
dikompensasikan dengan pengeluaran)
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AKUNTANSI PENDAPATAN LRA
� Dalam hal besaran pengurang terhadap 

pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel 
terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat 
dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses 
belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;

� Dalam hal BLU, pendapatan diakui dengan mengacu 
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

� Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan 
berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-
LRA pada periode penerimaan maupun pada 
periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang 
pendapatan-LRA
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AKUNTANSI PENDAPATAN LRA
� Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak 

berulang (non-recurring) atas penerimaan 
pendapatan-LRA yang terjadi pada periode 
penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai 
pengurang  Pendapatan-LRA pada periode yang 
sama;

� Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak 
berulang (non-recurring) atas penerimaan 
pendapatan-LRA yang terjadi pada periode 
sebelumnya dibukukan sebagai pengurang  Saldo 
Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi 
dan pengembalian tersebut.
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AKUNTANSI BELANJA

� Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran 
dari Rekening Kas umum Negara/Daerah

� Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, 
pengakuan belanjanya terjadi pada saat 
pertanggungjawab an atas pengeluaran tersebut
disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi 
perbendaharaan.

� Belanja BLU diakui dengan mengacu pada 
peraturan perundang-undangan yang mengatur 
BLU 

� Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi 
ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi
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AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT LRA

� Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja 
selama satu periode pelaporan dicatat dalam 
pos Surplus/Defisit-LRA

� Surplus-LRA adalah selisih lebih antara 
pendapatan-LRA dan belanja selama satu 
periode pelaporan

� Defisit-LRA adalah selisih kurang antara 
pendapatan-LRA dan belanja selama satu 
periode pelaporan
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AKUNTANSI PEMBIAYAAN

� Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan 
pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, 
yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang 
dalam penganggaran pemerintah terutama 
dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan 
surplus anggaran.

� Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada 
Rekening Kas Umum Negara/Daerah

� Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan 
berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan 
penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya 
(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 27



AKUNTANSI PEMBIAYAAN

� Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan 

dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah;

� Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan 

yang bersangkutan;

� Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana 

Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh 

dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah 

merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut 

dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos pendapatan 

asli daerah lainnya.
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TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

• Transaksi dalam mata uang asing harus 

dibukukan dalam mata uang rupiah

• Dalam hal tersedia dana dalam mata uang 

asing yang sama dengan yang digunakan 

dalam transaksi, maka transaksi dalam mata 

uang asing tersebut dicatat dengan 

menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah 

berdasarkan kurs tengah bank sental pada 

tanggal transaksi
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TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

�Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang 

asing yang digunakan dalam transaksi dan mata 

uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka 

transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat 

dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu 

sebesar rupah yang digunakan untuk 

memperoleh valuta asing tersebut
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TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

�Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang 

asing yang digunakan untuk bertransaksi dan 

mata uang asing tersebut dibeli dengan mata 

uang asing lainnya, maka:

a) Transaksi mata uang asing ke mata uang asing 

lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs 

transaksi;

b) Transaksi dalam mata uang asing lainnya 

tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs 

tengah bank sentral pada tanggal transaksi
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SALDO NORMAL ANGGARAN

Perkiraan Tambah Kurang Saldo Normal

Pendapatan K D K

Belanja D K D



LAPORAN SALDO
ANGGARAN LEBIH

(SAL) 

PSAP NO. 02



• Melaporkan mutasi Saldo Anggaran Lebih (SAL) 

yang merupakan akumulasi saldo SiLPA/SiKPA dari

LRA

LAPORAN PERUBAHAN SAL
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Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 

• menyajikan secara komparatif dengan periode 

sebelumnya pos-pos berikut:
a) Saldo Anggaran Lebih awal;

b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;

c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;

d) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan

e) Lain-lain;

f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Lampiran I.02 PSAP 01

LAPORAN PERUBAHAN SAL
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• Saldo Anggaran Lebih awal;

• Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;

• Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun

berjalan;

• Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; 

dan Lain-lain

STRUKTUR LP SAL
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LAPORAN ARUS KAS
(LAK) 

PSAP NO. 03



LAPORAN ARUS KAS

• Merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai 
sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu 
periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal 
pelaporan.

• Dalam penyajiannya diklasifikasikan menjadi:

– aktivitas operasi, 

– investasi aset non keuangan, 

– pembiayaan 

– non anggaran



LAK – aktivitas operasi

� indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah 
dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai 
aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa 
mengandalkan sumber pendanaan dari luar. 

• Contoh arus kas masuk dari aktivitas operasi 

penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, 
penerimaan hibah, penerimaan bagian laba perusahaan 
negara/daerah dan investasi lainnya serta transfer masuk. 

• Contoh arus kas keluar dari aktivitas operasi 

belanja pegawai, barang, bunga, hibah, subsidi, bantuan 
sosial, belanja tak terduga/belanja lain-lain dan transfer



LAK – Investasi aset non keuangan

• Mencerminkan arus kas yang berasal dari 
perolehan dan pelepasan sumber daya 
ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan 
dan mendukung pelayanan pemerintah 
kepada masyarakat di masa yang akan datang. 

• Arus kas masuk antara lain berasal dari 
penjualan aset tetap dan aset lainnya. 

• Arus keluar antara lain berasal dari perolehan 
aset tetap dan aset lainnya



LAK -- Pembiayaan

• Mencerminkan arus kas yang berhubungan dengan pendanaan defisit 

atau penggunaan surplus anggaran. 

• Contoh arus kas masuk 

penerimaan pinjaman, penerimaan divestasi, penerimaan kembali 

pinjaman, dan pencairan dana cadangan. 

• Contoh arus kas keluar 

penyertaan modal pemerintah, pembayaran pokok pinjaman, 

pemberian pinjamana jangka panjang dan pembentukan dana 

cadangan.



LAK – Non anggaran

• Mencerminkan penerimaan kas atau pengeluaran 

kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, 

belanja dan pembiayaan pemerintah



NERACA

PSAP NO. 



NERACA

• Merupakan laporan keuangan yang menggambarkan 

posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai 

aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal 

tertentu. 

• Berdasarkan PP 71 2010 (juga PP 24 tahun 2005), 

neraca disajikan menggunakan basis accrual.

= Balance sheet/Statement of Financial Position)



• Aset

• Kewajiban

• Ekuitas (tanpa dirinci lebih lanjut ke EDL, EDI, EDC)

• Ekuitas merupakan surplus/defisit Laporan Operasional
atau selisih antara pendapatan dan beban akrual

NERACA
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Neraca

A S E T

KEWAJIBAN

EKUITAS DANA

Neraca



Neraca - Aset

• ASET dalam Neraca diklasifikasikan menjadi:

– Aset Lancar

(kas dan setara kas, investasi jangka pendek, 

surat berharga yang mudah diperjualbelikan, 

piutang dan persediaan)

– Aset Non Lancar

(investasi jangka panjang, aset tetap, dana 

cadangan, dan aset lainnya)



Neraca -- contoh

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA …..

NERACA SKPD ………….

Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1

U r a i a n
Jumlah Kenaikan (Penurunan)

Tahun n Tahun n-1 Jumlah %

ASET

ASET LANCAR

Kas

Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Pengeluaran

Piutang

Piutang Retribusi

Piutarg Lain-lain

Persediaan

Jumlah

ASET TETAP



Neraca -- Kewajiban

• KEWAJIBAN dalam Neraca diklasifikasikan menjadi:
– Kewajiban Jangka Pendek

bunga pinjaman, utang jangka pendek pihak ketiga, utang 

perhitungan fihak ketiga (PFK), bagian lancar utang jangka panjang

– Kewajiban Jangka Panjang

• Ekuitas Dana � selisih antara aset dan kewajiban 

pemerintah, dalam neraca 

diklasifikasikan menjadi:

– Ekuitas Dana Lancar

– Ekuitas Dana Investasi

– Ekuitas Dana Cadangan



LAPORAN OPERASIONAL

PSAP NO. 12



LAPORAN OPERASIONAL

• Pendapatan-LO dari kegiatan operasional

• Beban dari kegiatan operasional

• Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila 

ada

• Pos luar biasa, bila ada

• Surplus/defisit-LO
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TOPIK BAHASAN-LO

52

• PP 71/2010 tentang SAP berbasis Akrual

• Konsepsi akrual dan peranan Laporan Operasional (LO) 
dalam perhitungan cost, penilaian kinerja, estimasi
pendapatan dan perubahan ekuitas

Pendahuluan

• Pendapatan-LO dari kegiatan operasional

• Beban dari kegiatan operasional

• Surplus/Defisit dari kegiatan operasional

• Kegiatan Non Operasional

• Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa

• Surplus/Defisit-LO

Laporan
Operasional

• Ilustrasi Laporan Operasional

• Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi PSAP 
12

• Kesimpulan

LO dan
implementasinya
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ANGGARANANGGARAN

AKUNTANSIAKUNTANSI
BASIS 

AKRUAL

BASIS KAS

LO
Surplus/

Defisit-LO

Laporan
Perubahan

Ekuitas
Ekuitas Neraca

LRA SILPA/SIKPA
Laporan

Perubahan
SAL

• LO disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis akrual
sehingga penyusunan LO, Laporan perubahan ekuitas dan Neraca mempunyai
keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan

KONSEPSI BASIS AKRUAL DAN KETERKAITAN 

ANTAR LAPORAN  
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LRA

Ada 
pemisahan

kegiatan non 
operasional
dan pos luar

biasa

Pendapatan
dan belanja

akrual

Pemisahan laporan
pertanggung

jawaban anggaran
dan laporan

finansial

Surplus/defisit
akrual yang 
menambah/ 

mengurangi ekuitas

LRA & LO

KONSEPSI BASIS AKRUAL DAN FEATURE 

LAPORAN OPERASIONAL  

PP 71/2010
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• Pendapatan LO  dan beban dalam bentuk barang/jasa

harus dilaporkan berdasarkan nilai wajarnya pada tanggal

transaksi dan diungkap dalam CaLK

• Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk

barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, 

barang rampasan, dan jasa konsultasi

• Pembiayaan tidak diperhitungkan dalam perhitungan

surplus/defisit LO karena transaksi pembiayaan tidak

terkait dengan operasi pada periode pelaporan.

KONSEPSI BASIS AKRUAL DAN FITUR 

LAPORAN OPERASIONAL  
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Besarnya beban yang harus ditanggung oleh
pemerintah dalam menjalankan pelayanan
Besarnya beban yang harus ditanggung oleh
pemerintah dalam menjalankan pelayanan

Operasi keuangan secara menyeluruh yang 
berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah
dalam hal efisiensi, efektivitas dan kehematan
perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi

Operasi keuangan secara menyeluruh yang 
berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah
dalam hal efisiensi, efektivitas dan kehematan
perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi

Memprediksi pendapatan LO yang akan diterima
untuk mendanai kegiatan pemerintah dalam
periode mendatang dengan menyajikan laporan
secara komparatif

Memprediksi pendapatan LO yang akan diterima
untuk mendanai kegiatan pemerintah dalam
periode mendatang dengan menyajikan laporan
secara komparatif

Peningkatan ekuitas (bila surplus operasional) dan
penurunan ekuitas (bila defisit operasional) 
Peningkatan ekuitas (bila surplus operasional) dan
penurunan ekuitas (bila defisit operasional) 

COST

Equity

LO menyediakan

informasi mengenai

seluruh kegiatan

operasional keuangan

entitas pelaporan yang 

penyajiannya

disandingkan dengan

periode sebelumnya

Performance

KONSEPSI BASIS AKRUAL DAN PERANAN 

LAPORAN OPERASIONAL  

PP 71/2010 AKRUAL 

Laporan pendapatan dan beban akrual

PP 24/2005 CTA

Opsional (Laporan Kinerja Keuangan)

Estimate



57

• Laporan Operasional menyajikan informasi beban akrual yang 

dapat digunakan untuk menghitung cost per program/kegiatan 

pelayanan

PERANAN LAPORAN OPERASIONAL 
DALAM PERHITUNGAN COST

COST untuk

setiap

program/

kegiatan

Laporan
Operasional

Beban pegawai

Beban belanja barang

Beban bunga

Beban subsidi

Beban hibah

Beban bantuan sosial

Beban penyusutan

Beban transfer

Beban lain-lain

Perhitungan Cost

Labor cost

Material cost

Overhead cost



Input 

(cost dari program/ 
kegiatan)

Output 
(keluaran)

Outcome 
(Hasil)
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PERANAN LAPORAN OPERASIONAL 
DALAM PENILAIAN KINERJA

efektivitas

efisien

ekonomi

Laporan

Operasional

Konsep VFM digunakan untuk menilai

apakah suatu organisasi telah

mencapai benefit maksimal, dengan

mengunakan sumber daya yang ada.

Laporan

Kinerja

Konsep VFM memberikan

pengertian akan cost dan kinerja

dalam mencapai efisiensi dan

efektivitas aktivitas organisasi

Evaluasi kinerja berdasarkan konsep Value for Money (ekonomi, efisien & efektif)



Manajemen Kinerja
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UU 1/2004 & PP 8/2006
Mengatur tentang laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah

Kinerja berupa keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau
telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran (beban/cost), 
dengan kuantitas dan kualitas terukur

LAPORAN

KEUANGAN

LAPORAN

KINERJA
EVALUASI KINERJA

PERANAN LAPORAN OPERASIONAL 
DALAM PENILAIAN KINERJA

Manajemen Keuangan

Aset & 

Kewajiban
Pendapatan Cost KinerjaBeban

Mengaitkan cost dengan kinerja
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LAPORAN KINERJA : KETERKAITAN BEBAN 

DAN HASIL/KELUARAN

Dengan diterapkannya LO, dapat

dihitung beban akrual untuk

dibandingkan dengan hasil/keluran
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• Laporan Operasional memberikan informasi untuk memprediksi

pendapatan LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan

pemerintah dalam periode mendatang dengan menyajikan

laporan secara komparatif

PERANAN LAPORAN OPERASIONAL 
DALAM ESTIMASI PENDAPATAN
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LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

Ekuitas
akhir

Ekuitas awal

Surplus/defisit LO 
pada periode
bersangkutan

Dampak kumulatif
perubahan

kebijakan/kesalahan
mendasar

PP 71/2010 AKRUAL 

Melaporkan perubahan ekuitas dan surplus/defisit

PP 24/2005 CTA

Opsional

PERANAN LAPORAN OPERASIONAL 
DALAM PERUBAHAN EKUITAS



STRUKTUR LAPORAN OPERASIONAL
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dalam CalK

• Pendapatan/Beban yg
bukan merupakan
operasi biasa

• Tidak diharapkan
sering/rutin terjadi

• Di luar kendali/ 
pengaruh entitas ybs

• Sifat & jumlah diungkap
dalam CalK

• Sifatnya tidak rutin, 
termasuk surplus/defisit
dari penjualan aset non 
lancar dan penyelesaian
kewajiban jangka panjang

• Penurunan manfaat
ekonomi/potensi jasa
dalam periode
pelaporan

• menurunkan ekuitas

• berupa pengeluaran/ 
konsumsi
aset atau timbulnya
kewajiban

• Hak pemerintah

• Diakui sebagai
penambah ekuitas

• Dalam periode
tahun anggaran yg
bersangkutan

• Tidak perlu
dibayar kembali

Pendapatan-LO 
(dari kegiatan
operasional)

Beban (dari
kegiatan

operasional)

Pos Luar Biasa
Kegiatan Non 
Operasional 



• Pada saat timbul hak
atas pendapatan (hak
untuk menagih) atau

• Pada saat pendapatan
direalisasi

. .

..

AKUNTANSI PENDAPATAN 

PADA LAPORAN OPERASIONAL

64

Pengakuan Pencatatan

Pengungkapan Klasifikasi

Menurut sumber

pendapatan

Rincian lebih

lanjut sumber

pendapatan

disajikan dalam

CaLK

Berdasarkan azas

bruto



• Menurut
klasifikasi
ekonomi

• Penyusutan dapat
dilakukan dengan
metode garis lurus, 
saldo menurun, dan
unit produksi

• Saat timbul kewajiban

• Terjadinya konsumsi
aset

• Terjadinya penurunan
manfaat
ekonomi/potensi jasa

. .

..

AKUNTANSI BEBAN 

PADA LAPORAN OPERASIONAL
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Pengakuan Pencatatan

Pengungkapan Klasifikasi
Beban berdasarkan

klasifikasi organisasi dan

klasifikasi lain yang 

dipersyaratkan menurut

ketentuan perundangan

disajikan dalam CaLK



AKUNTANSI KOREKSI DAN PENGEMBALIAN 

PENDAPATAN

66

Pengurang
pendapatan

Pengurang
pendapatan

Pengurang
ekuitas pada

periode
ditemukan

Pengurang
pendapatan

Normal dan

Berulang/

Recurring

Tidak berulang/

Non-recurring

Periode Penerimaan

Periode Sebelumnya



AKUNTANSI KOREKSI DAN PENERIMAAN 

KEMBALI BEBAN

67

Pengurang
beban pada

periode yang 
sama

Penambah
beban pada

periode yang 
sama

Pendapatan
lain-lain

Koreksi atas
akun ekuitas

Menambah

beban

Mengurangi/

penerimaan

kembali

beban

Periode beban dibukukan

Periode berikutnya



TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

68

Tersedia
dana dalam
mata uang

asing

Tidak tersedia
dana dalam
mata uang

asing

Transaksi dalam mata uang asing

dicatat dengan menjabarkannya ke

dalam mata uang Rupiah 

berdasarkan kurs tengah bank 

sentral pada tanggal transaksi

• Mata uang asing dibeli dengan

Rupiah dicatat berdasarkan kurs

transaksi

• Mata uang asing dibeli dengan

mata uang asing lainnya dicatat

dengan menggunakan kurs

transaksi

• Transaksi dalam mata uang asing

lainnya dicatat dalam rupiah 

berdasarkan kurs tengah bank 

sentral pada tanggal transaksi

Transaksi dalam

mata uang asing

harus dibukukan

dalam mata uang

Rupiah. 
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TRANSAKSI PENDAPATAN AKRUAL - LO

1. Telah terbit Surat Ketetapan
Pajak (SKP) di tahun 2009
sebesar Rp500

Dicatat sebagai pendapatan pajak pada 
periode dikeluarkannya SKP
Jurnal:
Piutang Pajak      500

Pendapatan Pajak  500

2. Pajak diterima oleh 
kas negara Rp300

Dicatat sebagai pelunasan piutang

Jurnal (BUN):
Kas                      300

Piutang Pajak          300

3. Pada tanggal neraca terdapat 
SKP yang belum dibayar oleh 
Wajib Pajak Rp200

Tidak ada jurnal

CONTOH TRANSAKSI PADA LAPORAN 
OPERASIONAL



TRANSAKSI BEBAN AKRUAL-LO

1. Satuan Kerja menerima 

tagihan listrik sebesar Rp200 

pemakaian bulan Desember 

20xx

Dicatat sebagai beban

Jurnal:

Beban langganan daya dan jasa         200

Utang Belanja                                           200

2.   Pada tanggal 31 Desember 

20xx belum dilakukan 

pembayaran tagihan listrik

Tidak ada jurnal

CONTOH TRANSAKSI PADA LAPORAN 

OPERASIONAL 

TRANSAKSI NON 

OPERASIONAL

AKRUAL-LO

1. Satker menjual aset non lancar

pada Desember 20xx sebesar

Rp 150, dengan harga

perolehan Rp 90

Dicatat sebagai Surplus penjualan aset non 

lancar.

Jurnal:
Kas 150

Aset tetap 90

Surplus penjualan aset non lancar 60



Pendapatan 500

Beban (200)

Surplus/Defisit Opr 300

Kegiatan non 

operasional 60

Surplus/Defisit LO              360

Laporan Operasional

Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas Awal 1.000

Surplus/Defisit LO        360

Ekuitas Akhir 1.360  

Neraca
Aset 2.000

Kewajiban 640

Ekuitas 1.360 73

LRA

Pendapatan 450

Belanja (0)

Surplus/(defisit)            450

Pembiayaan 1.000

SILPA                      1.450              

Laporan Perubahan SAL

SAL  Awal 100

Penggunaan SAL        (30)

SILPA                        1.450

SAL  Akhir 1.520

KETERKAITAN LAPORAN KEUANGAN
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HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM 

IMPLEMENTASI PSAP 12

• Keterkaitan laporan keuangan mengingat dual 

basis penganggaran dan pelaporan. 

• Keterkaitan laporan keuangan, terutama

Laporan Operasional, dengan laporan kinerja
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KESIMPULAN

• Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus

akuntansi berbasis akrual sehingga :

– Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca

mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan

– Laporan pertanggungjawaban anggaran dapat dibedakan dengan

laporan kinerja keuangan

– Dapat diketahui kinerja operasional pemerintah untuk periode

pelaporan tertentu

– Laporan Operasional mempunyai nilai prediktif karena

informasinya dapat digunakan untuk memprediksi pendapatan LO 

yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah dalam

periode mendatang



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

• Menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas

awal, Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan, 

dan koreksi-koreksi yang langsung

menambah/mengurangi ekuitas dana
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HUBUNGAN ANTAR LAPORAN

� Laporan Finansial:

LO  �Laporan Perubahan Ekuitas �Neraca

� Laporan Pelaksanaan Anggaran:

LRA �Laporan Perubahan SAL 
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CATATAN ATAS LAPORAN 

KEUANGAN 

(CaLK)

PSAP NO. 04



CaLK

• CaLK merupakan 

– laporan yang merinci atau menjelaskan lebih 

lanjut 

– atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran 

maupun laporan finansial dan 

– merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari 

laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan 

finansial.
• Lampiran I.01 Kerangka Konseptual



CaLK
CaLK mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai 

berikut: 

(a) Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi; 

(b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;

(c) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut 

kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

(d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-

kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi transaksi dan 

kejadian-kejadian penting lainnya;

(e) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar 

muka laporan keuangan;

(f) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh PSAP yang belum disajikan dalam 

lembar muka laporan keuangan; 

(g) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar,  yang 

tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

• Lampiran I.01 Kerangka Konseptual, Lampiran I.02 PSAP 01



CaLK

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 

• disajikan secara sistematis 

• Setiap pos dalam 

– Laporan Realisasi Anggaran, 

– Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, 

– Neraca, 

– Laporan Operasional, 

– Laporan Arus Kas, dan;

– Laporan Perubahan Ekuitas 

• harus mempunyai referensi silang dengan informasi 

terkait dalam CaLK.
• Lampiran I.02 PSAP 01



CaLK
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi 
• penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam:

– Laporan Realisasi Anggaran, 

– Laporan Perubahan SAL, 

– Laporan Operasional, 

– Laporan Perubahan Ekuitas, 

– Neraca, dan

– Laporan Arus Kas. 

• CaLK juga mencakup informasi  tentang 
– kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan 

– informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam  
SAP serta 

– ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan 
keuangan secara wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi 
dan komitmen-komitmen lainnya

• Lampiran I.02 PSAP 01



CaLK

• dimungkinkan untuk mengubah susunan penyajian

atas pos-pos tertentu dalam CaLK. 

• Misalnya:

– informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai wajar 

– dapat digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-

surat berharga

• Lampiran I.02 PSAP 01



CaLK -Penyajian Kebijakan-kebijakan Akuntansi

• Bagian kebijakan akuntansi pada CaLK 

menjelaskan:

(a) dasar pengukuran yang digunakan dalam 

penyusunan laporan keuangan;

(b) sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi 

yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa 

transisi SAP diterapkan oleh suatu entitas pelaporan; 

dan

(c) setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan 

untuk memahami laporan keuangan
• Lampiran I.02 PSAP 01



CaLK -Penyajian Kebijakan-kebijakan Akuntansi

• Entitas pelaporan perlu mempertimbangkan sifat 

kegiatan dan kebijakan yang perlu diungkapkan 

dalam CaLK. 

• Contoh, 

– pengungkapan informasi untuk pengakuan pajak, retribusi 

dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib (nonreciprocal 

revenue), 

– penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi 

terhadap selisih kurs

• Lampiran I.02 PSAP 01



CaLK-Mengapa

• SUBSTANSI MENGUNGGULI BENTUK FORMAL 
(SUBSTANCE OVER FORM)
– dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar 

transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya 
disajikan, 

• maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan 
disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan 

• bukan hanya aspek formalitasnya. 

– Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak 
konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, 

– harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas 
Laporan Keuangan.

• Lampiran I.01 Kerangka Konseptual



CaLK-Mengapa

KONSISTENSI (CONSISTENCY)

• Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada 
kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh 
suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi  internal). 

• Tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari 
satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. 

• Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah 
– dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan 

mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding 
metode lama. 

– Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini 
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

• Lampiran I.01 Kerangka Konseptual



CaLK-Mengapa

PENGUNGKAPAN LENGKAP (FULL DISCLOSURE)

• Laporan keuangan menyajikan secara lengkap 

informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. 

• Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna 

laporan keuangan dapat ditempatkan 

– pada lembar muka (on the face) laporan keuangan 

– atau Catatan atas Laporan Keuangan.
• Lampiran I.01 Kerangka Konseptual



CaLK-Mengapa

KEANDALAN PENGUKURAN

• Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan 
pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian 
yang dapat diandalkan pengukurannya. 

• ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil 
estimasi yang layak. 
– Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi 

yang layak tidak mungkin dilakukan, maka 

– pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan 
pada Catatan atas Laporan Keuangan.

• Lampiran I.01 Kerangka Konseptual
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